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ABSTRACT

The Land Office plays a crucial role in managing and issuing land
certificates to provide legal certainty. However, improving these services often faces
challenges such as complicated bureaucracy, inadequate technological
infrastructure, and a lack of public outreach. To address this, the Badung Regency
Land Office launched an innovative program called "Layanan Sertipikat Jemput di
Tempat" (LaSerJet). This service is designed to simplify the process for the public
regarding roya (cancellation of mortgage rights) and the conversion of Hak Guna
Bangunan (Right to Build) to Hak Milik (Right of Ownership) by having officers
directly visit the community's location.

As of the time of this research, there have been no comprehensive studies
specifically measuring public satisfaction with the LaSerJet service. A general
Community Satisfaction Index (IKM) survey in January 2025 gave the Badung
Regency Land Office an "excellent" rating, but this survey did not specifically focus
on the LaSerJet service. This research aims to determine the level of public
satisfaction with the LASERJET service.

This study uses a descriptive quantitative method, collecting data through
questionnaires from community members in Benoa Village who have used the
service.

The research findings indicate that the LASERJET service received a
Community Satisfaction Index (IKM) score of 87.376, which is categorized as
"Baik" (Good). While the overall service in Benoa Village is good, there is a need
to evaluate and improve the service completion time aspect to better meet public
expectations.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah sumber daya utama yang memiliki keterkaitan yang erat
dengan kehidupan manusia. Selain itu, tanah juga berperan sebagai salah satu
sumber kesejahteraan bagi masyarakat. Seiring dengan pembangunan nasional,
pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, dan laju investasi,
kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat. Oleh karena itu, kepastian
hukum dalam pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam demi mencapai
kemakmuran rakyat yang maksimal sangat diperlukan. Secara konstitusional,
hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang
menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya
dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Kepastian hukum atas tanah tidak hanya melindungi hak-hak individu,
tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat dalam
hal ini stabilitas sosial berarti meminimalisir konflik dan menjaga
keharmonisan masyarakat, sedangkan stabilitas ekonomi berkaitan dengan
pemanfaatan tanah sebagai aset ekonomi yang sah dan produktif (Dwi
Ramasari & Aniscasary, 2022). Kepastian hukum atas tanah diperoleh melalui
sertipikat tanah. Sertipikat tanah merupakan bukti hak yang kuat dimiliki
oleh subjek hukum yang diakui kepemilikannya atas bidang tanah yang
tercatat atas namanya (Kumara et al., 2021), Sertipikat tanah ini meminimalisir
risiko sengketa atau klaim dari pihak lain yang mungkin muncul di masa depan.
Selain itu, sertipikat tanah memudahkan proses administrasi dan peralihan hak
atas tanah, seperti jual beli, pewarisan, atau pemberian hak guna usaha.

Kantor pertanahan merupakan lembaga negara yang memiliki peran
dalam pengelolaan dan penerbitan sertipikat tanah di Indonesia. Tugas utama
kantor pertanahan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, yang
merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam menjalankan fungsinya, kantor pertanahan bertanggung jawab untuk



menerbitkan sertipikat tanah, menyelesaikan sengketa pertanahan, serta
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Peningkatan
layanan pertanahan di kantor pertanahan menghadapi berbagai tantangan yang
kompleks. Salah satu tantangan utama adalah birokrasi yang rumit, di mana
proses administrasi yang panjang sering kali menghambat masyarakat dalam
mendapatkan layanan yang cepat dan efisien (Pratiwi, 2018). Infrastruktur
teknologi yang kurang memadai juga menjadi kendala, karena banyak kantor
pertanahan masih bergantung pada sistem manual yang memperlambat proses
pendaftaran dan pengelolaan data (Cahyoadi, 2024) Selain itu kurangnya
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan pentingnya
sertifikasi tanah turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat
dalam program sertifikasi (Saputra, 2017). Keterbatasan waktu dan biaya juga
menjadi faktor penghambat, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari
kantor pertanahan, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses layanan yang
diperlukan (Cahyoadi, 2024). Dalam hal kepengurusan perubahan status Hak
Guna Bangunan ke Hak Milik pemohon yang akan melakukan pendaftaran
peningkatan hak atas tanah untuk rumah tinggal sering kali tidak dilengkapi
berkas permohonan izin mendirikan bangunan kemudian masyarakat kurang
mengetahui mengenai prosedur dan syarat-syarat yang harus dilampirkan pada
saat mengajukan permohonan (Febriana Yulianto, 2021)

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai lembaga pelayanan bagi
masyarakat dalam bidang pertanahan telah mengambil langkah inovatif dalam
meningkatkan layanan pendaftaran tanah dengan memperkenalkan program
"Layanan Sertipikat Jemput di Tempat" (LaSerJet). Layanan ini dirancang
untuk memudahkan masyarakat dalam proses roya dan perubahan HGB ke
HM, di mana masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk melakukan
permohonan, karena Kantor Pertanahan Badung sudah melakukan pencarian,
identifikasi dan melakukan eksekusi langsung ke masyarakat, petugas yang
sudah di bekali data yang akurat mengenai bidang mana yang bisa dilaksanakan
roya maupun perubahan HGB ke HM datang ke lokasi dan langsung

memproses di lokasi masyarakat tersebut dan hasilnya bisa langsung diterima



di hari yang sama. Layanan LaSerjet ini dilatar belakangi oleh masih
banyaknya terdapat HGB perumahan yang belum ditingkatkan haknya yang
tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Badung.

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Badung, pada periode waktu
2023-2024 layanan ini telah melakukan 53 Roya dan 296 Perubahan Hak Guna
Bangunan ke Hak Milik namun belum ada kajian komprehensif mengenai
bagaimana layanan ini dipersepsikan oleh masyarakat dari aspek kecepatan,
transparansi, kemudahan akses, dan profesionalisme petugas. Menurut Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bulan Januari 2025 pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung mendapat predikat sangat baik, namun survei
ini mencakup seluruh layanan di Kantor Pertanahan Badung dan belum secara
spesifik untuk mengukur kepuasan dari Layanan LaSerJet ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Layanan
Sertipikat Jemput di Tempat (LaSerJet) yang berdasarkan pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik , secara khusus di
Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan judul “TINGKAT KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN SERTIPIKAT JEMPUT DI
TEMPAT (LASERJET) DI KANTOR PERTANAHAN BADUNG PROVINSI
BALI (STUDI KASUS DESA BENOA)”.

Rumusan Masalah

Seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat dalam menggunakan Layanan
Sertipikat Jemput di Tempat (LaSerJet) di Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung?

Tujuan Penelitian

Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Sertipikat Jemput
di Tempat (LaSerJet) yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung.



D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Akademis

Menambah referensi ilmiah terkait pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap layanan pertanahan dan juga mengembangkan
pemahaman mengenai penerapan PERMEN PAN & RB Nomor 14 Tahun
2017 dalam menilai kualitas layanan publik.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Layanan Sertipikat
Jemput di Tempat (LaserJet) agar sesuai dengan harapan masyarakat.
Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang aspek-aspek layanan
yang perlu diperbaiki supaya lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Selain itu, penelitian ini memungkinkan masyarakat untuk
menilai layanan yang diterima serta memberikan masukan yang berguna
bagi upaya perbaikan pelayanan di masa mendatang.

Manfaat Sosial

Untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang lebih cepat,
mudah, dan efisien bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap layanan pertanahan. Manfaat bagi masyarakat sendiri
layanan ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan, memberikan
saluran umpan balik ke kantor pertanahan, memperkuat kesadaran hukum
atas tanah kemudian dengan adanya penelitian ini, masyarakat menjadi
lebih mengetahui prosedur, manfaat, dan mekanisme layanan LaSerJet,

terutama untuk pengurusan roya dan perubahan HGB ke HM.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat disimpulkan bahwa
LASERIJET yang dilaksanakan di Desa Benoa sudah bagus berdasarkan dari
Indeks Kepuasan Masyarakat yang mendapatkan nilai 87,376 dengan kinerja
unit pelayanan Baik mutu pelayanan “B” dengan unsur yang memiliki IKM
tertinggi yaitu pada unsur produk spesifikasi jenis layanan dengan nilai IKM
98,17 yang menunjukkan bahwa hasil layanan ini sudah bagus dan sesuai.
Dalam unsur waktu penyelesaian mendapat nilai IKM yang terendah di antara
sembilan unsur lainnya yaitu 76,83 yang mengindikasikan terdapat kendala

pada unsur tersebut.

B. Saran

Unsur waktu penyelesaian, diperlukan adanya evaluasi secara berkala
serta perbaikan yang berkelanjutan oleh petugas pelaksana layanan
LASERJET. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian
layanan dapat berjalan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan dan
dijanjikan kepada masyarakat. Ketepatan waktu dalam penyerahan hasil
layanan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas layanan
publik. Oleh karena itu, dalam mengelola waktu penyelesaian harus
ditingkatkan, baik melalui peningkatan koordinasi, efisiensi kerja, maupun
pemanfaatan teknologi yang mendukung percepatan proses layanan. Dengan
adanya upaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kepastian
hukum atas hak tanahnya tanpa mengalami keterlambatan yang dapat

menimbulkan ketidakpuasan terhadap kualitas layanan yang diberikan.
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